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BUPATI KONAWE SELATAN,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional disebutlan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
jo Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2Ol7 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perluh
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun
2018;

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran

' Negara Republik Indonesia Nomor 4267;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 Tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (l.rmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia T'ahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahan
lrmbaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Norrror 21, Tarnbahan Lcmbalan Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2O16 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangrrnan Jangka Menengah Nasional
Talrun 2Ol5-2O19 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

' sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pegelolaan Keuangan Daerah:



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah:

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2Ol7 (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 518);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2017.
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Pasal I

Dalam Peraturan Bupati lni yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daaerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat PD a<iaiah unsur pembantu

Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Perencarraan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab
ter l:radap peiaksanaan tugas dan fungsi peretrcanaarr pernbanguna-tr di
daerah.

6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
p,engambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkaian daerah
pembangunan manusia.

7. Rencana Pembagu.nan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2OO5-2O25 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen
perrencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak talun 2OOS sarnpai dengan tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang seLanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun periode 2016-2021.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkatnya RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun atau
disebut dencan rencana Dembansunan tahttnan daerah



10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sela;rjutnya disebut dengan
Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu)
tahun.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen
y.rng memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan maksimal anggaran yang
diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan
DPRD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Peragkat Daerah untuk mencapai
sasaftrn dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perancanaan
Pembangunan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu, tahun, yaitu tahun 2OI8 yang dimulai pada tanggal I J anuari
2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

BAB II
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Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2018 terdiri atas:
BABI : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2OI5 DAN CAPAIAN

I{NERJA PEI.IYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BABIII : RANCANAGAN KERANGKAEKONOMI DAERAH BESERTA

KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
BAB V : RENCANAPROCRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BABVI :PENUTUP

BAB Iu
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Pasal 4

RKPD Tahun 2018 secara rinci sebagaimana tercantum dalam iampiran yang
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Pasal 6

(1) Prioritas pembangunan daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 disusun
didasarkan pada RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021,
Prioritas Nasiond Tahun 2018, dan Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2018

(2) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara
rinci tercantum ddam L^ampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(l) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggran 2018,
dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang secara
rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Setiap Kepala OPD wajib mendukung pelaksanaan prograrn prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BA8 TV
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Pasa-l 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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SEITRETARIS DA.ERAH
NABI'PATEI{ KOITAWE SELATAN,

(1) RKPD Tahun 2018 disusun berdasarkan visi, misi dan program Pemerintah
Daerah sebaga imana diatur dalam RPJP Daerah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan sebagai pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2018.
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR


